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3. Undang ... 

a. bahwa Pendirian Pcrusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Depok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 t.cntang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2), Peraturan 
Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian 
Pcrusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, Peraturan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, diatur 
dengan Peraturan Walikota; 

c. bahwa berdasark.an pertimhaogan sehagaimana dimaksud 
dalam hurnf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Kepegawaian, Tata Tertib dan Etika Kerja di 
Lingkungan Perusabaan Daerah Air Minum (PDAM} Kota Depok; 

1. Undang-Undaog Nomor 5 Tabun 1962 tentang Petusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tiogkat II Depok dan Kotamad:ya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3858); 

Mengiogat 

Menimbang 

KBPBGAWALUI, TATA T&R'i'IB DAii B'l'IK& BBRJA 
DI UIIGK1JJIGAll PBROSABAAR DABRAII AIR IIIIIUII (PDAII) KOTA DBPOK 

WAUKOTA DBPOK, 

TMIOO 

•o•oR 07 TABUll 2013 

PBRATUAII WAUKOTA DBPOK 



9. Peraturan ... 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerab 

[Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peratu:ran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tabun 2008 Nomor 7}; 

ten tang 1999 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 



6. Pengelolaan ... 

BABI 
DTEIITUAII UIIUII 

Puall 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalab Kota Depok. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok. 
3. Walikota adalah Walikota Depok. 
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat 

PDAM Kota Depok adalah Bad.an Usaha Milik Daerah yang 
bergerak di bidang pe1ayanan air minum. 

5. Peraturan PDAM adaJah peraturan-peraturan yang mengatur 
hubungan kerja, syarat-syarat kerja, kondisi kerja, serta hak 
dan kewajiban-kewajiban pegawai dan perusabaan yang 
ditetapkan oleh Direksi baik dalam bentuk peraturan Direksi 
maupun keputusan Oireksi. 

IIBIIUTtJSKAII : 

PERATUR.&11 WALIKOTA T&IITAIIG KBPBGAWAIAIIJ, TATA 
TBRTIB DAii ETIKA KBRJA DI Llll'GKUlfGAll PBRUSABAAK 
DABRAD AIR IIDIUII fPDAII) KOTA DBPOK. 

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah K.ota Depok Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19); 

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok 
(Lembaran Daera.b Kota Depok Tahun 2011 Nomor IO); 

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2012 Nomor 14); 

Menetapkan 



18. Tunjangan ... 

6. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen 
yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM. 

7. Direksi adalab Direksi PDAM Kota Depok. 
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Depok. 
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan 

penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar 
dalam perusahaan. 

10. Pegawai adalah orang yang mempunyai bubungan kerja dengan 
PDAM berd.asarkan surat pengangkatan atau perjanjian yang 

sah dengan PDAM serta menerima upah/gaji dan secara 
administratif terdaftar di bagian Kepegawaian. 

11. Keluarga Pegawai adalah satu orang istri/ suami dari perkawinan 
yang sah dan atau anak kandung, anak tiri dan anak angkat 
yang sab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlak.u dan berusia dibawah 21 tahun serta belum bekerja 
atau berpenghasilan. 

12. Lingkungan Perusahaan adaJah keseluruhan tempat yang 
berada di bawah penguasaan perusahaan yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. 
13. Orang Tua Pegawai adalah ayah atau ibu kandung dari pegawai 

dan terdaftar di Perusahaan. 
14. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai untuk 

perusahaan dalam suatu hubungan kerja tertentu yang teJah 
disepakati bersama dalam suatu ikatan hubungan kerja. 

15. Gaji/Upah ialah pembayaran berupa uang kepada pegawai atas 
dasar hu bungan kerja. 

16. Kehadiran ialah berada ditempat kerja dan melakukan 
pekerjaan. 

17. Mangkir ialah ketidak-hadiran pegawai tanpa suatu keterangan 
atau alasan dengan bukti-bukti yang sah yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan diterima perusahaan. 



(2) Penerimaan ... 

BABB 
PEGAWAI 

Bwgiwn Kesat:n 

Peaerimaaa/Pengail&btaa 

Pasat2 
(1) Pengangkatan Pegawai di PDAM Kota Depok diambil dan 

diangkat dari Pegawai yang sudah bekerja di UPfD Air Bersih 
Kota. Depok dan dari luar UPI'O berdasarkan pengalaman dari 
Luar secara tertulis diperhitungkan pada saat pengangkatan 
pertama kaJi. 

18. Tunjangan ialah pembayaran berupa uang kepada pegawai 
diluar upah/gaji yang bersifat tetap, seperti : tunjangan 
istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan 
jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan transpor, tunjangan 
pendidikan anak, tunjangan hari raya dan atau tunjangan 
lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

19. Hari Kerja ialah hari-hari diluar hari libur yang dit.etapkan 
Pemerintah atau keputusa.n Oireksi. 

20. Jam Kerja ialah waktu kerja yang telah ditetapkan dimana 
pegawai harus berada ditempat kerja dan melakukan pekerjaan. 

21. Jam Istirahat ialah jangka waktu diantara jam kerja yang telah 
ditetapkan. 

22. Kecelakaan Kerja ia1ah kecelakaan kerja yang dialami oleh 
pegawai pada waktu melakukan pekerjaan ditugaskan atau 
berkaitan dengan hubungan kerja menurut perundang 
undangan dan atau dalam perjalanan menuju dari tempat 
tempat kerja. 

23. Penilaian Kinerja Pegawai iaJah penilaian terhadap kinerja 
pegawai yang meliputi unsur Kesetiaan, Prestasi, Kerjasama, 

Ketaatan, Kejujuran, Tanggungjawab, Prakarsa dengan 
menggunakan sistem penilaian DP3 dan atau sistem Balance 
Score Card (BSC), KPI (Key Performance Indicator) atau penilaian 
lainnya sesuai dengan keputusan Direksi. 



Bagian Ketiga ... 

Paal.3 

(1) Pada dasamya calon pegawai yang diterima terikat oleh 
ketentuan masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 6 (bulan) sejak tanggal muJai dipekerjakan, tidak 
diperhitungkan masa kerja selama kontrak kerja. 

(2) Selama masa percobaan berlangsung baik perusahaan maupun 
pegawai bebas sewaktu-waktu dengan pemberitahuan I x 24 
jam sebelumnya dapat memutuskan hubungan kerja karena 
dinilai tidak cakap dan menunjukkan kinerja yang kurang baik. 

(3) Upah Gaji Selama masa percobaan adaJab 80 % dari upah/gaji 
setelah diangkat jadi pegawai tetap. 

R:epnKedaa 
llasa Percabean 

(2) Penerimaan pegawai adalah wewenang penuh dari Direksi 

berdasarkan peraturan yang ditetapkan perusahaan dan tidak 

menyimpang dari Undang-undang Republik Indonesia serta 

Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 
(3) Selanjutnya Penerimaan atau pengangkatan pegawai PDAM 

setelah pengangkatan ini harus memenuhi persyaratan umum 
calon pegawai ada)ab : 

a) Mengajukan surat lamaran kerja; 
b) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan betas) tahun dan 

maksimaJ 35 (tiga pulub lima) tahun pada saat mulai 
bekerja; 

c) Memberikan pas foto terbaru; 
d) Memberikan foto copy ijazah [pendidikan terakhir); 
e) Memberikan foto copy KTP yang masib berlaku; 
f) Mem.berikan Surat Keterangan Kesehatan dari 

Puskesmas/Dokter; 
g) Memberikan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pihak 

Kepolisian; 
h) Lulus test yang diJakukan oleh pihak Perusahaan; 
i) Persyaratan Iainnya yang ditentukan oleh perusahaan 

sesuai dengan tuntutan dan spesifikasi pekerjaan. 



f. Untuk ... 

Bllgian Keem.pat 
Pengangbtan, Penem.pataa den Peudndava/Mutasi Pegawai 

Pual5 
( 1) Pengangkatan dan Penempatan : 

a. Calon Pegawai yang telah melampaui masa percobaan dengan 
memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit 

bemilai baik maka status kepegawaiannya diangkat menjadi 
pegawai tetap; 

b. Berdasarkan penilaian kerja dan kebutuhan perusahaan, 
maka pegawai yang berstatus kontrak dapat diangkat menjadi 
calon pegawai tetap berdasarkan SUrat Keputusan 
Pengangkatan yang ditanda tangani Di.reksi dengan melalui 
proses penerimaan pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 2 
dan PasaJ 3; 

c. Pegawai yang diangkat menjadi pegawai tetap bersedia 
ditempatkan pada jabatan/pekerjaan berdasarkan 

persyaratan jabatan serta kemampuan yang dimiliki dan 
kebutuhan perusahaan di seluruh wilayah pelayanan PDAM; 

d. Dengan diangkatnya pegawai tersebut menjadi pegawai tetap, 
maka yang bersangkutan memperoleh secara penuh hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur oleh 
Perusahaan; 

e. Penempatan Pegawai dalam Struktur Organisasi di PDAM 
Kota Depok untuk menduduki suatu Jabatan ditetapkan OJeh 
Direksi Berdasarkan Kecakapan & Pengalaman sesuai 
penilaian Direksi; 

Bllgiaw Ketiga 
Peail••u ldaerja 

Pual4 
Penilaian kinerja pegawai meliputi unsur Kesetiaan, Prestasi, 
Kerjasama, Ketaatan, Kejujuran, Tanggungjawab, Prakarsa dengan 
menggunakan sistem peni1aian DP3 dan atau sistem Balance Score 
Card (BSC), KPI (Key Performance Indicator) atau lainnya yang 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Kota Depok. 



Bagian Keenam ... 

Bagiau Keffma 
Status Pepwai 

Pasa16 
Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka status kerja pegawai 
digolongkan sebagai berikut : 
a Pegawai Dalam Masa Percobaan, yaitu pegawai yang masib 

dalam status masa pereobaan 
b. Pegawai Tetap, yaitu pegawai yang telah melampaui masa 

percobaan dan menerima upah/ gaji secara tetap daJam setiap 
bulannya sampai dengan usia 56 tahun. 

c. Pegawai Kontra.k, yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan 
untuk waktu tertentu berdasark.an Perjanjian Kerja dan 
menerima upah/gaji yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian 
kerja. 

d. Pegawai Harian Lepa.s, yaitu pegawai yang bekerja untuk 
melakukan suaru pekerjaan tertentu dalam hal waktu dan 
volume pekerjaan dan menerima upah/gaji yang didasarkan 
atas kebadirannya 

memindabkan/mutasi pegawai. 
b. Pemindahan/mutasi pegawai ditetapkan dengan Keputusan 

Direksi. 

effisiensi dan 
beiwenang 

organisasi, 
perusabaao 

kebutuhan 
kerja, 

a. Berdasarkan 

produktivitas 

f. Untuk Penempatan Pegawai dan untuk menduduki suatu 
Jabatan di PDAM Kota Depok disesuaikan dengan SUmber 
Daya Manusia yang ada; 

g. Pada Saat Pengangkatan Pertama kali Seluruh Pengalaman 
Kerja dari dalam dan luar UPfD /BPAB Air Bersih 

Kota Depok yang dibuktikan secara tertulis, dapat 
diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja di PDAM 
KotaDepok; 

h. Untuk SeJanjutnya Penempatan pegawai dalam struktur 

organisasi untuk menduduki suatu jaba.tan ditetapkan 
dengan keputusan Direksi. 

(2) Pemindahan / Mutasi Pegawai: 



Bagian KetuJUh ... 

Ro lpsala ....... Goll ... .... 
l Seknlab Dasar Peg.aw-di Dasar Muda A l 

2 Sckolab Meneogah Pertama Pegawai Dasar Muda I A 2 

3 Pegawai Dasar A 3 

4 Pegawai Dasar I A 4 

5 Selmlah Menengah ~ Pela~Muda B 1 

6 Oiplomam Pe)aksana Muda l B 2 

7 hlak:saoa B 3 

8 hlak~al B 4 

9 Sarjaoa (SI) StafMuda c l 

10 StafMudal c 2 

11 Staf c 3 

12 Stafl c 4 

13 Pmicas1tjana (82) StafMadya c 2 

14 StafMadyal c 3 

15 Staf Utama Madya c 4 

16 Doktor(S3) Staf Utama. I D 1 

17 StafUtamail D 2 

18 Staf Utama. Ill D 3 

19 Staf Utama. IV D 4 

20 Staf Utama. VI D 5 . . 

Bagi,m Keeaam 

Kepangbtan 
PuaJ.7 

( l) SeJanjutnya Pegawai yang diangkat menjadi pegawai tetap 
da1am pangkat dan golongan tertentu sesuai dengan ijazah 
terakhir yang diterima di Perusahaan.. 

(2) Pengangkatan pegawai dilaksanakan dengan memperbatikan 
jenjang pangkat/ golongan dan persyaratan lain yang 
ditetapkan. 

(3) Untuk pengangkatan pertama berdasarkan pangkat dan 
golongan pegawai ditentukan sebagai berikut : 



(6) Kenaikao ... 

Baglan Ketujuh 

Keoaibu Paagkat/Golougan d.an Berbla 
Pasal 8 

( 1) Kenaikan pangkat/ golongan pegawai ditetapkan pada bulan 
Januari dan bulan Juli tiap tahun. 

(2) Kenaikan pangkat/golongan pegawai sebagaimana dimak:sud 
pad.a ayat ( 1) terdiri dari : 

a. Kenaikan pangkat biasa; 

b. Kenaikan pangkat penyesuaian; 
c. Kenaikan pangkat isti.mewa; 
d.Kenaikan pangkat pengabdian; atau 
e. Kenaikan pangkat Anumerta 

(3) Kenaikan pangkat/ golongan biasa diberikan kepada pegawai 
tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu penilaian kinerja 
sekurang-kurangnya bemilai rata-rata baik. 

(4) Kenaikan pa.ngkat/ golongan biasa dapat diberikan setingkat 
lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi syarat telah 4 
(empat) tahun dalam pangkat/golongan yang dimilikinya dan 

penilaian kinerja sekurang-kurangnya bemilai rata-rata baik 

daJam dua tahun terakhir. 
(5) Maksimal kenaikan pangkat/ golongan biasa yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai PDAM adalah setinggi-tingginya adalah 
sebagai berikut : 
a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/ I; 
b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan 

golongan ruang B/2; 
c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan 

golongan ruang C/ l; 
d. Berijazah Diploma m sampai dengan golongan ruang C/4; 
e. Berijazah Sarjana (S 1) sampai dengan golongan ruang D / 1; 
f. Berij02.ah Pasca Sarjana (82) sampai dengan golongan ruang 

D/4; 
g. Berijazah Doktor (83) sampai dengan golongan ruang D/5. 



Bagian Kedua ... 

BABm 
PBRGUPARAlf/PDGGAJIAll 

BapnKesatu 
Sistem. Peagu.pabao/Peagajian daa Walml Pem'bqaraa 

Pual9 
(1) Besamya pemberian upah/gaji terhadap setiap pegawai diatur 

dengan Keputusan Direksi dan disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan PDAM. 

(2) Waktu Pembayaran Upah: 
a. Bagi pegawai bulanan, upah/ gaji dibayar 1 (satu) kaJi 

sebulan setiap tanggal 1 (satu) pada butan berikutnya. 
Dengan perhitungan batas akhir setiap tanggal 25 pada 
bulan berjalan. 

b. Bagi pegawai kontrak upah/gaji dibayar 1 (satu) kali 
sebulan setiap tanggal 1 ( satu) pada bulan berikutnya. 

c. Bagi pegawai harian lepas, upah/gaji dlbayar setiap akhir 

pekan. 

(6) Kenaikan pangkat/golongan penyesuaian diberikan kepada 
pegawai yang direkomendasikan oleh perusahaan untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari ijazab 
terakhir yang terdaft:ar di perusahaan pada saat diangkat 

menjadi pegawai tetap sesuai dengan kebutuhan pernsahaan 
d.an rekomendasi tersebut diberikan sebelum memasuki jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi dari ij87.ah sebelumnya. 

(7) Kenaikan pangkat/ golongan istimewa diberikan kepada pegawai 
yang menunjukkan prestasi kerja Iuar biasa, atau melakukan 
penemuan-penemuan barn yang bermanfaat bagi PDAM. 

(8) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang 
akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari 
pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 
(dua) tahun dalam pangkat terakhir, dan satu tahun sebelum 
memasuki masa tabun pensiun. 

(9) Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang 
meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi 
dari pangkat terakhir, 



Bagian Keempat ... 

Bwgiau Ket:ip 
Upah/Gaji Uatak Pegawai Yaac Meadedta 8akit Ber~ 

Pual 11 
( 1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dengan Surat 

Keterangan Sakit dari Dokter/Puskesmas, upab/gajinya akao 

dibayar penuh. 
(2) Pegawai yang menderita sakit sedemikian beratnya dan 

berkepanjangan sehingga diistirahatkan Jama sesuai dengan 
surat dari Dokter, maka upah/gajinya dibayar sesuai Ketentuan 
yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981) 
untuk selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut : 
a. 4 (empat) bulan pertama sebesar 100°/o upah/gaji pokok; 
b, 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% upah/gaji pokok; 
c. 4 {empat) bulao ketiga sebesar S0°1o upah/ gaji pokok; 

d. Untuk selanjutnya dibayar 25°/o dari upah/gaji pokok, 
sebelum diberhentikan/PHK dilakukan oleh pihak 
Perusahaan. 

(3) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan masih tetap sakit akan 

diberheotikan sesuai ketentuan Peraturan Ketenegakerjaao 
yang berlaku. 

(4) Pegawai yang tidak bekerja karena sakit tanpa surat keterangan 
sakit dari Dokter, upah/gajinya tidak dibayar dengan rumus 
total tunjangan dalam satu bulan dikali 2 % dikalikan hari 

tidak masuk. 

Bagiau Kedua 

Upah Ketja Lemh11r 

Pual 10 
(1) Besamya pemberian upah kerja Iembur terhadap pegawai diatur 

dengan Keputusan Direksi. 

(2) Jam Lembur yang dihitung ada'lah jumlah Iamanya jam 
melaksanakao pekerjaan yang sesungguhnya. 

(3) Kerja lembur didasarkan atas Surat Perintab Kerja Lembur 
(SPKL) yang dibuat dan diatur oleh Kepala Bagian, Kepa.la Unit 
masing-masing dan disetujui oleh Direksi. 



Bagian Kedua ... 

BABIV 

TUJIJAIIGAII KEAGAIIAAII, TUIIJAIIGAII KESEBATAII, 

l'ASILITAS IBADAB DAii KOPBRASI PBGAWAI 

Bepan Kesata 
Tunjanpn Bari Raya Keapmaan 

Pasal 14 
( 1) Perusahaan membenlcan Tunjangan Harl Raya (THR) 

keagamaan bagi pegawai tetap/kontrak sesuai dengan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/ 1994. 

(2) Besamya THR ditetapkan sebagai berikut: 
a Pegawai yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) 

buJan terus menerus atau lebib mendapat sebesar 1 (satu) 
bulan upah/gaji pokok + tunjangan tetap. 

b. .Pegawai yang roempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua 
belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan masa 
kerjanya 

(3) Waktu pembayaran THR paling lambat 10 (sepuluh) hari 
sebelum Hari Raya Keagamaao. 

Rapn Kelim• 
Pajak Peaghae1an Karynnua 

Pasal 13 
(1) Pajak Penghasilan (Pph 21) pegawai atas seluruh penerimaan 

upah/gaji pegawai dari perusahaan menjadi tanggungan 
pegawai. 

(2) Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (Pph 21) 

pegawai dilaksanakan oleh perusahaan, sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Bapn Keempat 
Upah/Gaji Selwma Dinunahbn 

Pasal 12 
ApabiJa perusahaan merumahkan pegawai, upahnya dibayar 
sebesar 100% dari gaji pokok dan tunjan.gan tetap setiap bulan atau 
berdasarkan Keputusan Direksi. 



BABV ... 

Raglan Krempat 
Kopen.si Pepwai 

Pas.I 17 
(1) Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, perlu 

ditunjang adanya peningkatan kesejahteraan pegawai. 
(2) Bahwa salah satu sarana penunjang kearah peniogkatan 

kesejahteraan tersebut, maka perlu dikembangkan usaha 
bersama melalui koperasi pegawai. 

(3) Perusahaan sesuai dengan kemampuannya akan mendorong 
serta membantu koperasi pegawai. 

Raglan Ketiga 
Fasilit:as lbadah 

Pasal 16 

( 1) Perusahaan menyediakan ruangan atau tempat ibadah yang 
layak bagi pegawai. 

(2) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 
melakukan kewajiban ibadah tanpa mengganggu kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan. 

Ragiau Kedu.a 
Tmganpn Kesehatan 

Pual 15 
(1) Tunjangan kesehatan meliputi pengobatan dan/atau perawatan 

di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(2) Tunjangan kesehatan diberikan kepada pegawai beserta 
keluarganya yang menjadi tanggungan perusabaan. 

(3) Tunjangan kaca mata (bingkai clan kaca) dapat diberikan 
kepada Direksi dan Pegawai beserta keluarganya berdasarkan 
resep dokter bahwa harus memakai kacamata sesuai kwitansi 

optik dengan Nominal sebesar maksimal l (satu) bulan Gaji 
Pokok, dan dapat diberikan setahun sekali. 



(3) Sehubungan ... 

Bagtan Ked.11& 

Pepwai •eniugal Duma 
Pua! 19 

(1) Hubungan kerja antara pegawai dengan Perusabaan berakhir 
demi hukum pada saat pegawai meninggal dunia. 

(2) Dalam haJ pegawai meninggal dunia bukan karena keceJakaan 
kerja, maka kepada ahli warisnya Perusahaan memberikan 
bantuan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

BABV 

USIA PEIIBJtJII & PBGAWAI/ AIIGGOTA KELUARGA 
11B1011GGAL DUIIIA 

BapnKesatn 
Meacapai Usia Peasian 

Pasal 18 
(1) Pegawai yang telah mencapai usia 56 (Ji.ma puluh enam) tahun, 

maka hubungan kerjanya dengan Perusabao berakhir pada 
tanggal, bulan uJang tahunnya ke - 56. 

(2) Sesuai dengan ayat (1) tersebut di aras, maka ia akan 

memperoleh pembayaran hak-haknya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

(3) Bagi pegawai yang pensiun akan diberikan tunjangan pensiun 
sesuai dengan kebijakan Direksi dan kemampuan keuangan 
perusahaan. 

(4) Tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diberikan sekurang-kurangnya sebesar 3 (tiga) bulan gaji 

terakhir. 
(5) Apabila pegawai yang dimaksud masih diperlukan karyanya, 

maka berdasarkan persetujuan Direksi, pegawai yang 
bersangku tan dapat diperkerjakan atas dasar suatu 
perjanjian/Kontrak Kerja khusus untukjangka waktu tertentu. 



BAB VII ... 

BAB VI 
JAIDJIAJI S0SJAL TDAGA KERJA 

fJAIISOSTBK) 

PuaJ.20 
(1) Perusahaan mempertanggungkan pegawai didalam Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai den.gan 
keten.tuan Undang-undang Nomor 3 Tahun J 992 dan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, khusus untuk program: 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 
b. Jamin.an Hari Tua (JHT) / Pensiun. 

(2) luran-iuran untuk pembiayaan Jaminan KeceJakaan Kerja (JKK) 

clan Jamioan Hari Tua (JHT) atau Pensiun yang dananya 
dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.. 

(3) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, 
ca.cat atau meningggal dunia maka segala sesuatunya akan 
diurus menurut ketentuan Peraturan Jamsostek. 

(4) Apabila pegawai mencapai usia 56 tahun maka pegawai dapat 
memperoleh Jaminan Hari Tua/Pensiun sesuai ketentuan 
Peraturan Jamsostek dan atau Peraturan Dana Pensiun yang 
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan. 

(3) Sehubungan dengan berakhimya hubungan kerja karena 

kematian biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) 
tersebut diatas, maka pemberian bantuan kematiannya selain 
tercantum pada ayat (2) (dua) di atas, ditetapkan pula ketentuan 
sebagai benlrut: 
a. Ahli warisnya akan memperoleh pula pembayaran hak-hak 

pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Apabila keluarga pegawai (istri/suami/anak/orang tua) 

meninggal dun.ia maka perusahaan akan memberikan 
bantuan/uang duka yang besamya ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi 



Bagian Ketiga ... 

Bagi•• Kedaa 
Cati Tahanan 

Pamal.22 
(1) Pegawai yang telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan 

tanpa terputus, berhak mendapatkan cuti tahunan sebanya.k. 12 
(dua belas) hari kerja dengan gaji pokok dibayar penuh. 

(2) PeJaksanaan cuti tahunan adalab 12 (dua belas) hari kerja 
diatur sendiri oleh masing-masing pega.wai menurut 
kepentingannya tennasuk cuti bersama yang ditetapkan oleb 
Pemerintab. 

(3) Pegawai yang hendak menggunakan cuti tahunannnya wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dengan 
mengisi fonnulir permohonan cuti dan disetujui atasan masing 
masing dan diketahui oleh Direksi, minimal 1 {satu) minggu 
sebelum cuti diJaksanakan. 

(4) Cuti tahunan yang diatur sendiri wajib digunakan/diambil 
dalam wa.k.tu periode tahun takwim berjalan dan apabila tidak 
digunakan hak cuti tersebut gugur. 

(5) Khusus untuk pegawai Satuan Pengaroanan {SATPAM) diatur 
tersendiri. 

BAB VD 

BARI-BARI LIBUR RESIII, CUTI 
DAB IZIII IIEllDIGGALKAll PBURJAAII 

U.pn Kesatll 

Bari Llbar 
Pasal21 

( 1) Hari libur resmi adaJab hari libur yang ditetapkan oleh 
Pemerintah setiap tahun. 

(2) Hari libur perusahaan adaJah hari hour yang ditetapkan oleh 
Perusahaan. 

(3) Upah/gaji pada hari-hari libur tersebut di atas dibayar penuh. 



(2) Pemberiao ... 

Izill Untak Kepeat:lnpa PrilNld1 
Pasal25 

( I) Perusahaan dapat mem.berikan izin kepada pegawai untuk 
meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja untuk urusan 
atau kepentingan pribadi berdasarkan surat permohonan 
tertulis maupun secara lisan (surat izin keluar) dengan 

mendapat persetujuan sebelumnya dari atasan langsungnya. 

Ba&i•• Ketima 

Ba&i•• K.eempat 
TWak Belrerja KareDa Sakit 

Pual24 
( I) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, harus 

memberitahukan kepada Perusahaan dan menyerahkan Surat 
Keterangan Dokter kepada Perusahaan melalui Bagian 
Kepegawaian PDAM dan atasan langsung yang bersangkutan. 

(2) Pegawai yang sakit dalam jam kerja yang berjalan, dapat pu1ang 

dengan izin dari atasan yang bersangkutan. 

Bagi.an Ketiga 
Cuti Hamil, Raid dan Kegaguraa 

Pua123 
( 1) Pegawai wanita diberikan cuti hamil atau meJabirkan yaitu I 

(satu) bulan sebelum saatnya melahirkan menurut keterangan 

dokter dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan dengan tetap 
mendapat upah/gaji (berlaku khusus pegawai yang berstatus 
pegawai tetap). 

(2) Bagi pegawai wanita yang mengalami keguguran, maka harus 

dibuktikan dengan swat keterangan dokter. 
(3) Bagi pegawai wanita yang kepegawaiaooya bersifat kontrak, 

maka cuti melahirkan/keguguran diluar tanggungan 

Perusahaan. 
(4) Pegawai wanita dapat diberikan cuti haid maksimal 2 (dua) hari 

kerja, dengan pembayaran upah pokok apabila mengalami sakit 
pada saat haid dengan diJam.piri surat keterangan dari Dokter. 



Bagian Keenam ... 

(2) Pemberian izin karena alasan mendesak (duka, kerusakan 

kendaraan) sebelum berada ditempat kerja dapat dilakukan 
melalui telephon. 

(3) Lamanya waktu meninggalkan pekerjaan diperhitungkan 
maksiroal 3 jam (sesuai dengan tingkat kepentingannya). 

(4) Apabila pegawai tertim.pa suatu musibah yang mengakibatkan 
karugian dan penderitaan yang sangat berat bagi dirinya sendiri, 
keluarga atau harta miliknya, maka ia dapat meninggaJkan 
pekerjaan atau tidak masuk kerja dengan memberitahukan 
peristlwa musibah tersebut ke Bagian Kepegawaian,dan atasan 
langsung segera setelah peristiwa tersebut terjadi dengan 
melampirkan surat keterangan perihal peristiwa musibah 
tersebut dari apara.t yang berwenang, 

(5) Peristiwa musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
adalah: 
a. Rumah pegawai musnah terbakar api, terbenam banjir, 

rusak/runtuh karena gempa, longsor atau bencana alam 
lainnya 

b. Perampokan yang mengakibatkan diri atau keluarga pegawai 

atau harta miliknya menderita kerugian besar. 
c. Kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya yang 

mengakibatkan cedera berat dan memerlukan perawatan 
yang menimpa pegawai ataupun keluarganya 

(6) Untulc pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan tersebut 
di atas, maka upah/gaji pada hari tidak masuk kerja tetap 
dibayarkan. Sedangkan diluar peristiwa tersebut di atas, 
upah/gaji pada hari tersebut tidak dibayarkan dipotong sesuai 
dengan ketentuan perusahaan. 

(7) Pimpinan perusahaan beIWenang menolak. permohonan izin 

pegawai untuk meninggaJkan pekerjaan atau untuk tidak 

masuk kerja, jika dianggap alasan pennohonan tersebut tidak 

layak atau hanya dibuat-buat, 



Bagian Ketujuh ... 

Bagian Keenan, 

MeningaJbn Pekerjaaa/Tid.ak ll8S1lk Kerja Tanpa Izia 

(Nanaldrl 
Pa-126 

(1) Setiap pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan 
tidak dapat memberikan keterangan atau alasan atau bukti 
bukti yang sah serta diterima oleh Perusahaan dianggap 
mangkir dan upah/gajinya dipotong sebesar upah/gaji hari 

mangkir dan atau apabila telah mempunyai cuti tahunan akan 
dipotongjatah cuti tahunannya. 

(2) Apabila pegawai mangkir seperti di bawah ini maka dianggap 
suatu pelanggaran dan kepadanya diberikan sanksi sebagai 
berikut: 
a. Mangkir selama 2 {dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari 

tidak berturut-turut 1 (sa.tu) bulan dianggap suatu 
pelanggaran, akibat pelanggaran tersebut diberikan Surat 
Peringatan TertuJis Pertama (I) 20 % dari semua tunjangan; 

b. Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan atau 4 

(empat) hari tidak berturut-turut 1 (satu) bu.Ian dianggap 
suatu pelanggaran, akibat pelanggaran tersebut diberikan 
Surat Peringatan Tertulis Kedua (II)30 % dari semua 
Tunjangan; 

c, Mangk:ir selama 4 (empat) hari berturut-turut dan atau 5 
(lima) bari tidak berturut-turut 1 (satu) bu.Ian dianggap 
suatu pelanggaran, akibat pelanggaran tersebut diberikan 
Surat Peringatan Tertulis Ketiga (Ill) 90 % dari semua 
tunjangan; 

d. Mangk.ir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut datam 1 
(satu) bulan dan telah dipanggil secara tertulis 2 (dua) kali 

pegawai tidak hadir dan tidak dapat menunjukkan buk:ti 
yang sah, maka dapat diproses Pemutusan Hubungan Ketja 
sesuai dengan peraturan yang berlak:u (dikualifikasikan 
mengundurkan diri). 



e. Pegawai ... 

Bagjan KedeJapan 
Upah/Gtvl Tidak Dibayu Selama Manpir 

Pual28 
( 1) Pegawai yang tidak hadir karena mangkir akan mendapat 

potongan dengan rumus total tunjangan dalam satu bulan dikali 
5% dikalikan hari mangkir. 

(2) Ketentuan pada ayat ( 1), tidak berlaku apabila : 

a. Pegawai menderita sakit, sehingga tidak dapat datang dan 

melakukan pekerjaannya; 
b. Pegawai wanita mendapat haid pada hari pertama dan kedua 

dengan pembuk:tian surat dari Dokter; 

c. Pegawai menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh 
agamanya; 

d. Pegawai melaksanakan hak istirahatnya (cuti}; 

Raglan Ketajuh 
lzba MeniqpJkau Pekerjaan Deapa Upah/Gaji Penah 

Pual27 
Pegawai diizinkan meninggalkan pekerjaan dibayar upah/ gaji penuh 

dengan terlebih dahulu telah mengajukan permohonan izin dalam 
hal-hal tersebut di bawah ini : 
a. Pegawai menikah, izin diberikan 3 (tigal hari kerja; 
b. Menikahkan anak pegawai, izin diberikan 3 (tiga) hari kerja; 
c. Khitanan anak laki-lak.i atau pembaptisan anak pegawai, izin 

diberikan 3 (tiga) hari kerja; 
d. lstri pegawai me1ahirkan anak/keguguran, izin diberikan 3 (tiga) 

hari kerja; 

e. Anggota keluarga pegawai meninggal dunia {suami/istri atau 
anak/menantu, orang tua/mertua) izin diberikan 3 (tiga) hari 
kerja; 

f. Pegawai yang belum pemah menunaikan Ibadah Haji diberikan 
izin 1 (satu) kali untuk menunaikan Ibadah Haji untuk waktu 

dan lamanya sesuai dengan penetapan Departemen Agama RI; 

g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, izin 

diberikan 1 (satu) hari kerja 



Keadaan ... 

(2) Menjaga nama baik dan Rahasia Perusahaan, Pi.mpinan 

Perusahaan atau sesama Pegawai. 
(3) Menjaga segaJa perlengkapan dan atau peraJatan kerja yang 

diberikan atau disediakan oleh Perusabaan dan 

menggunakannya di dalatn lingk_ungan Perusahaan 
sebagaimana mestinya. 

(4) Apabila perlengkapan dan atau peralatan kerja hilang 
di.karenakan kelalaiannya atau dirusak dengan sengaia, maka 
biaya penggantian dibebankan kepada pegawai, yang besarnya 
diatur Perusahaan dan langsung dipotong dari upah/gaji 

pegawai pada bulan yang bersangkutan. 
(5) Bersi.kap sopan dan wajar ditempat kerja dan lingkungan 

Perusabaan. 
(6) Bersikap sopan dan wajar kepada atasan, Direksi dan sesama 

pegawai. 
(7) Memberikan data diri yang diminta oleh Perusahaan secara 

lengkap dan benar. 
(8) Menyampaikan kepada Bagian Umum/Kepegawaian dan 

Personalia selambat-lambatnya 2 (dua) minggu apabila ada 
perubahan mengenai : 
a. Alamat tempat tinggal; 

BABVID 
TATA TBRTIB PERU8AJL\Alf 

Bagiap Kesam. 
Tata Tel'tlb Um.11m. 

Pasa129 

( 1) Setiap Pegawai PDAM Kota. Depok, diwajibkan mentaati semua 

peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Perusahaan ini. 

e. Pegawai melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan; 

f. Pegawai izin meninggalkan pekerjaannya berdasarkan 
Pasal 23. 



= Waktu Kerja 

3. Pada ... 

Pukul 13.00 s/d 16.00 

= Wak.tu kerja 

= Waktu Ishoma I 

2. Harl Jum'at 
Pukul 07.30 s/d 11.30 

Pukul 11.30 s/d 13.00 
Waktu Istirahat 

2. Hari .Ium'at ... 

= Waktu lstirahat 

Waktu Kerja 

Waktu kerja. 
1. Harl Senin sampai dengan Kamis 

Pukul 07.30 s/d 12.00 

Pukul 12.00 s/d 13.00 

Pukul 13.00 s/d 16.00 

a Jam Kerja ad•J•b : 

Bagian Kedaa 
Jam Kaja., Tata Tertib Ketja mm Disiplio 

Paal30 

setiap ada pembahannya/penggantian yang baru (Foto 
Copy). 

(9) Mematuhi jam kerja dan jam istirahat yang ditetapkan. 

( 10) Mematuhi peraturan keamanan dan keselamatan kerja yang 
telah ditetapkan. 

( 11) Mematuhi perintah kerja lembur dari Pimpinan Perusahaan. 
( 12) Menjaga kebersihao tempat kerja dan lingkungan Perusahaan, 

tidak dibenarkan mengotori tembok-tembok, dinding-dinding 

ruaogan clan sebagainya dengan coretan-coretan atau 
tempelan-tempelan kertas dao sebagainya 

(13) Tidak diperkenankan merokok di dalam ruaogan kerja/gedung 
kantor. 

(14) Men~akan fasilitas yang telah disediakan seperti, ruang 
sholat, locker sepatu/sandal, WC dao sebagainya dengan cara 
semestinya 

b. Keadaan susunan keluarga yang disebabkan oleh 
kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian dan 
sebagainya; 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 



5. Pegawai ... 

b. Tata Tertlb Kmja 

l. Selama jam kerja pegawai harus berada ditempat kerja yang 
telah ditetapkan dan melakukan pekerjaan yang 
diperintahkah oleh atasan langsungnya atau Pimpinan 
Perusahaan; 

2. Setiap pegawai tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang 
tidak ditugaskan oleh atasannya atau Pimpinan Pernsahaan, 
baik ditempat kerja maupun ditempat lain dalam lingkungan 
perusahaan, kecuali ada izin untuk itu; 

3. D.alam melak:ukan pekerjaannya, setiap pegawai dibaruskan 
memakai peralatan/perlengkapan kerja yang disediakan atau 

diberikan Perusahaan; 
4. Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan prosedur 

penggunaan alat-alat kerja atau perlengkapan kerja sesuai 
dengan standard pelaksanaan kerja yang ditetapkan; 

3. Pada waktu istirahat, petugas loket tetap harus ada untuk 
melayani pelanggan dengan mekanisme pengaturan di atur 
oleh Kepala Unit pelayanan masiog-masing; 

4. Loket ditutup Jam 15.00 WIB (sore); 
5. Jam kerja satpam diatur secara tersendiri oleh SK tersendiri; 
6. Untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus atau daJam b.al 

terdapat alasan atau keperluan yang diaoggap penting atau 
adanya ketentuan dari pemerintah, perusahaan dapat 
menetapkan hari kerja, waktu kerja dan waktu istirahat 
termasuk waktu kerja khusus pada bulan Ramadhan dengan 
tetap memperhatikan peraturan yang berlaku; 

7. Pegawai wajib mengisi sendiri kehadirannya pada mesin absen 
pada waktu masuk dan pulang kerja; 

8. Pegawai yang berhalangan hadir harus memberitahukan 
kepada atasannya sedini mungkin pada hari itu juga dan 
harus memberikan keterangan tertulis pada hari pertama 
masuk kerja; 

9. Pegawai di1a.rang memanipulasi kehadiran diri sendiri atau 
pegawai lain. 



10. Berpakaian ... 

c. Setiap pegawai wajfb : 
l. Mengutamakan kepentingan perusabaan diatas kepentingan 

diri sendiri atau go1ongan; 
2. Melaksaoakao tugas dengan sebaik-baiknya, penuh 

pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; 
3. Mematuhi ketentuan jam kerja perusahaan; 
4. Menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan 

baik dalam lingkungan kantor maupun diluar kantor; 
5. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan didalam 

linglrungan kerja dan didalam lingkungan kantor / 
perusahaan; 

6. Merawat dan menggunakan barang milik perusahaan 
dengan sebaik-baiknya; 

7. Memberi pelayanan sebaik-bai.knya kepada ma.syarakat 

menurut bidang tugas masing-masing; 
8. Hormat menghonnati sesama pegawai tanpa memandang 

agama, kepercayaan atau kesukuan; 
9. Menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan 

perusahaan; 

5. Pegawai yang datang terlarnbat ditempat kerja, diharuskan 

melaporkan kepada atasan langsungnya / Pimpinan 

Perusahaan atas keterlambatannya itu; 
6. Setiap datang/pulang kerja atau izin meninggaJkan jam kerja, 

pegawai diharuskan mencatatkan kartu absennya pada alat 
penca.tat yang telah disediakan; 

7. Setiap pegawai tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan 
pribadi di daJam kantor; 

8. Setiap pegawai tidak dibenarkan untuk mengganggu sesama 
pegawai atau teman kerja yang sedang melakukan 
pekerjaannya; 

9. Pegawai diharuskan mematuhi perintah/instruksi atau 
petunjuk yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan dalam 
melakukan pekerjaan dan menanyakannya apabila kurang 
jelas. 



9. Membawa ... 

d. Setlap pepwai dDanag : 

1. Melakukan penipuan, pencurian maupun penggeJapan 
terhadap barang-barang atau aset perusahaan untuk 
kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. 
2. Menyalahgunakan wewenang atau tugas yang diberikan 

untuk melakukan penipuan, pencurian, maupun 
penggelapan terhadap orang lain atau masyarakat, sehingga 
menimbulkan kerugian baik moril maupun non materiil baik 
langsung maupun tidak: langsung bagi perusahaan; 

3. Melakukan pencurian air dan atau melakukan 
penyambungan pipa air secara tidak sah ( IDegal connection); 

4. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia perusahaan 
untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, sahabat, 
golongan dan atau pihak lainnya yang dapat mengakibatkan 
kerugian atau merusak citra perusahaan atau pimpinan 
perusahaan; 

5. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha arau 
golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari 
kantor / instansi pemerinatah; 

6. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi 
maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris 
perusahaan swasta; 

7. Dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan 
hilang/ rusaknya barang dan atau aset milik perusahaan; 

8. Dengan sengaja mengakibatkan seseorang mengalami 
kecelakaan yang berakibat meninggal dunia. atau cacat 
badan; 

10. Berpakaian rapi dan sopan, serta memakai tanda pengenaJ 

sesuai ketentuan; 

11. Memberi bimbingan dan contoh teladan yang baik kepa.da 

bawahan; 

12. Bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan. 



(6) Karyawan ... 

..... Kebajah 

!JJmnin& 
Pasa139 

(1) Pegawai yang sedang menjalani skorsing tidak diizinkan untuk 
masuk ke dalam lingkungan Perusahaan, kecuali atas seizin 
dari Pimpinan Perusahaan. 

(2) l.amanya waktu skorsing diberikan, paling Jama 6 (enam) bulan 
atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 

(3) Pegawai yang menjalani skorsing mulai bulan berikutnya 
diberikan 50 % (tuna puluh perseratus) dari upah/ gaji yang 

biasa diterima, 
(4) Pembayaran upah skorsing dimaksud tersebut di atas untuk 

waktu paling lama 6 (enam) bulan, 
(5) Dalam ha1 pegawai yang di skorsing. tidak terbukti bersalah, 

maka pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali 
daJaro jabatan yang sama dan berbak roenerima sisa 
pengbasilan yang belum diterima. 

v. Mengbasut, memfitnah, dan mempengaruhi pegawai lain untuk 
menentang kebijakan perusahaan serta. untuk melakukan 
tindakan pemogokan tidak sah dalam lingkungan perusahaan; 

w. Meminum minuman keras, mabuk, menggunakan/ 
mengedarkan obat- obatan terlarang. Berjudi dan atau 
melakukan tindakan asusila ditempat kerja atau dilingkungan 
kantor perusahaan; 

x, Memalsukan Tanda tangan orang lain atau atasan, mamaJsukan 
data clan sistem administrasi perusahaan; 

y. Mengu]angi perbuatan dan atau tidak mengindahkan peringatan 
yang telah diberikan; 

z. Merusak atau menyalahgunakan barang atau surat-surat milik 
perusahaan untuk Kepentingan pribadi; 

aa, Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam 
melaksanakao tugas; 

bb. Tidak mematuhi jam kerja atau terlambat masuk kerja / pulang 
cepat tanpa alasan Selama 15 kali dalam 1 (satu) bulan . 



26. Tidak mengisi ... 

9. Membawa senjata taiam, senjata api, bahan peledak atau 
benda lain yang membahayaka.n bagi orang lain atau dapat 
merugikan perusahaan; 

10. Berkelahi dilingkungan perusahaan terhadap sesama 

pegawai maupun atasan; 
11. Melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi 

terhadap sesama pegawai maupun atasan, sehingga 

menimbulkan rasa takut dan ketidak nyamanan bekerja; 
12. Menentang garis kebijakan perusahaan menyangkut hal-hal 

strategis yang telah dituangkan dalam swat keputusan; 
13. Mengbasut, memfitnah dan mempengaruhi pegawai lain 

untuk menentang kebijakan perusahaan serta untuk 
melakukan tindakan pemogokan tidak sab dilinglrungan 
perusahaan; 

14. Meminum minuman keras, mabuk menggunakan obat 
obatan terlarang, berjudi dan atau meJakukan tindakan 

asusila ditempat kerja atau dilingkungan kantor 
perusahaan; 

15. Memalsukan tanda tangan atasan atau orang/ pegawai lain 

serta memalsukan data dan sistem administrasi perusahaan; 
16. Mengulangi perbuatan atau tidak mengindahkan peringatan 

yang telab diberikan atasanoya; 
17. Merusak atau menya]ahgunakan barang atau surat-surat 

milik perusahaan untuk kepentingan pribadi; 
18. Menjadi karyawan perusahaan lain ata.u menerima pekerjaan 

lain dari luar tanpa izin sah dari direksi; 

19. Melakukan pungutan tidak sah daJam bentuk apapun daJarn 
melaksanakan tugas; 

20. Menggunakan fasilitas perusabaan tanpa izin untuk 
kepentingan pribadi; 

21. Melawan atasan langsung/ pimpinan dengan menolak tugas 
atau perintah kerjayang telab diberikan; 

22. Bertengkar sesama pegawai didalam lingkungan kantor, 
23. Tidur selama jam kerja; 
24. Tidak masuk kerja tanpa izin atau mangkir; 
25. Tidak mematuhi jam kerja; 



b. Hukuman ... 

Bwpn Ke•ata. 
Tingbt dan. Jems BnJmman DialpJin 

Pua132 
(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari: 

a. Hukuman Disiplin Ringan; 

BABIX 
PEJ.ARGGARAII TATA TERTIB KBRJA DAJI SAIIKSI 

Pasal31 
Setiap Pegawai tidak diperkenankan untuk : 
a Memakai/menggunakan barang milik perusahaan untuk 

kepentingan pribadi/orang lain, tanpa mendapat izin dari 

Pimpinan Perusahaan/ Atasan Langsung; 
b. Masuk ke dalam lingkungan Perusahaan tanpa izin dari 

Pimpinan Perusabaan/Atasan Langsungnya, pada bari libur 
Perusahaan atau pada hari kerja biasa diluar jam kerja atau 
pada saat si pegawai sedang menjalani sanksi skorsing atau 
sedang dirumahkan; 

c. Menyalakao api, rokok, membuang puntung rokok ditempat 
tempat yang ada tanda larangan untuk itu atau tempat-tempat 
yang dinyatakan berbahaya; 

d. Menya]ahgunakan atau memindahkan dari tempatnya alat 
pemadam api atau alat pengaman listrik; 

e. Menghidupkan mesin-mesin dan peraJatan listrik serta 

peralatan lainnya yang bukan tugas pekerjaannya; 
f. Menempel.kan atau mengedarkan pemberitahuan pengumuman 

selebaran atau sejenisnya didalam lingkungan Perusahaan, 
tanpa izin dari Pimpinan Perusahaan; 

g. Membawa ke luar dari lingk:ungan Perusahaan barang milik 
Perusahaan tanpa surat izin keluar / surat jalan yang ditanda 
tangani Pimpinan Perusahaan/ Atasan Langsungnya 

26. Tidak mengisi daftar hadir; 

27. Mengisi daftar hadir pegawai Jain; 
28. Meningga)kan kantor padajam kerja tanpa izin atasannya. 



d. Melakukan ... 

Pasal33 

(1) Pelanggaran disiplin berat meliputi : 
a Menentang garis kebijakan perusabaan menyangkut hal-hal 

strategis yang telah dituangkan dalam keputusan; 
b. Menyalahgunakan wewenang atau tugas yang diberikan 

untuk roelakukan penipuan, pencurian, maupun 
penggelapan terhadap orang lain atau masyarakat, sehingga 
roenimbulkan kerugian baik moril maupun non materiil bai.k 

langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan; 
c. Melakukan penipuan, pencurian, maupun penggelapan 

terhadap barang-barang atau aset perusabaan untuk 
kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi 

perusabaan; 

b. Hukuman Disiplin Sedang; 

c. Hukuman Disiplin Berat, 

(2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari : 
a Teguran Lisan; 
b. Teguran Tertulis; 

c. Teguran Tidak Puas secant tertulis. 
(3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang. terdiri dari : 

a, Penundaan kenaikan gaji pokok berka1a untuk paling lama 
1 (satu) tahun; 

b. Penurunan gaji pokok I (satu) tingkat lebih rendah untuk 
paling lama 1 (satu) tahun; 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling Jama 1 (satu) 
tahun. 

(4) Jenis Hukuman Disiplin Bera.t, terdiri dari : 

a Penurunan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk 
paling lama l (satu) tahun; 

b. Pembebasan dari jabatan; 

c. Pemberhentian dengan honnat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai pegawai; 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. 



p. Mengulangi ... 

menggunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang, berjudi, 
dan atau melakukan tindakan asusila di tempat kerja atau di 

lingkungan kantor perusahaan; 
o. Memalsukan data dan sistem administrasi perusahaan; 

mabuk, keras, minuman n.Meminum 

d. Melakukan pencurian air clan atau melakukan 
penyambungan air secara tidak. sah (illegal connection); 

e. Membocorkan atau memanfaatkan rabasia jabatan dan atau 
rahasia perusabaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
kerabat, sahabat golongan dan atau pihak lain yang dapat 
mengakibatkan kerugian atau merusak citra perusahaan; 

f. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau 
golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari 
kantor /instansi pemerintah; 

g. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi 
maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris 

perusahaan swasta; 

h. Dengan sengaja atau kelaJaian mengakibatkan hilang/rusak 
ha.rang dan atau aset milik perusahaan; 

i. Dengan sengaja mengakibatkan seseorang mengalami 
kecclakaan yang berakibat meningga) dunia atau cacat 
badan, kecuali kecelakaan lalulintas; 

j. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau 
benda lain yang membahayakan bagi orang lain atau dapat 

merugikan perusahaan; 
k. Berkelahi di lingkungan perusabaan sesama pegawai 

maupun atasan; 
l Melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi tcrhadap 

sesama pegawai maupun atasan, sehingga menimbulkan 
rasa takut dan ketidaknyamanan daJam bekerja; 

m. Menghasut, memfitnah dan mempengaruhi pegawai lain 
untuk menentang kebijakan perusahaan serta untuk 
melakukan tindakan pemogokan tidak sah dalam lingkungan 
perusahaan; 



b. Surat ... 

Bagian Ked- 
S-nksi Pelan_.... den Tata Tertib Ke:rja 

Pasal34 
( 1) Setiap pelanggaran clan atau perbuatan tidak disiplin yang 

dilakukan pegawai atas tata tertib kerja, maupun ketentuan 
ketentuan perusahaan, akan diberikan sanksi sesuai dengan 
berat ringannya perbuatan yang dilakukannya 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berupa : 

a. Teguran secara lisan dan tertulis dari atasan 
langsung/pimpinan perusahaan; 

p. Mengutangi perbuatan dan atau tidak: mengindahkan 
peringatan yang teJah diberikan; 

q. Merusak atau menyalahgunakan barang atau surat-surat 
milik perusahaan uotuk kepentingan pnl>adi; 

r. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa 

alasan yang sah; 
s. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam 

melaksanakan tugas, 
(2) Pelanggaran disiplin sedang, meliputi : 

a Menjad.i karyawan perusahaan lain atau menerima pekerjaan 
Jain clari luar perusabaan pada jam kcrja tanpa izin dari 
direksi; 

b. Menggunakan fasilitas perusahaan tanpa izin untuk 
kepentingan pribadi; 

c. Melawan atsan Jangsung dengan menolak tugas atau 
perintah kerja yang telah diberikan; 

d. Bertengkar sesama pegawai di dalam lingkungan kantor, 
e. Meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa seizin atasannya 

(3) Pelanggaran disiplin sedang, meliputi : 
a Tidur dalam kerja; 

b. Tidak mematubi jam kerja; 
c. Tidak mengisi daftar hadir; 
d. Mengisi daftar hadir pegawai lain. 



3) SP ID ... 

b. Surat Peringatan yang terdiri dari 3 ( tigaJ tingkatan yaitu : 
1) Peringatan I (Pertama); 

2) Peringatan ll (Kedua); 
3) Peringatan lll (Ketiga). 

c. Surat Peringatan Tcrtulis tidak selalu harus mengilruti 
urutannya satu demi satu, akan tetapi dapat diberikan 
langsung Surat Peringatan Tertulis ke II atau ke m (terakhir) 
tergantung pada berat/ringan, jenis dan pengulangan 
pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai; 

d. Masing-masing Surat Peringatan Tertulis mempunyai masa 
berlaku selama 6 (enam) bulan; 

e. Pegawai yang telah diberikan Surat Peringatan dan masih 
melakukan pelanggaran dalam kurun waktu berlakunya 
SUI-at Peringatan tersebut, kepadanya akan diberikan Surat 
Peringatan dengan tingkat yang lebih tinggi. Apabila ternyata 
yang bersangkutan masih melakukan pe1anggaran lagi 

setelah mendapat Surat Peringatan Tertulis ke m (terakhir} 
maka Perusahaan dapat memproses pemutusan hubungan 
kerjanya yang dilaksanakan sesuai Undang-undang yang 
berla.k:u. 

( Pimpinan Perusahaan berwenang melakukan tindakan 
sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, 
penurunan pangkat, pembebasan jabatan dan pembebanan 
ganti rugi serta pencabutan fasilitas-fasilitas tertentu. 

g. Jenis pelanggaran dan sanksinya adalah sebagai berikut: 
1) SP t sanksinya adalah penundaan kenaikan berkala dan 

pemotongan jumlah tunjangan yang seharusnya diterima 
sebesar 40°k; 

2) SP n sanksinya adalah penundaan kenaikao pangkat I 
golongan dan pemotongan jumlah tunjangan yang 
seharusnya diterima. sebesar 70%; 



h. Tidak ... 

BapaJCetica 
Tegana Te:rtuJis 

Pasal35 
Surat Teguran Tertulis diberikan kepada pegawai yang melakukan 

pelanggaran sebagai berikut : 
a Dengan sengaja tida.k mencata.tkan kehadiran pada mesin 

absen, pada waktu masuk atau pulang kerja, selama roaksirnal 3 
(tiga) kali dalam sebu.lan; 

b. Meninggalkan rekan kerja yang sedang bekerja (pekerjaan 
regu/kelompok); 

c. Mengganggu karyawan lain yang sedang bekerja; 
d. Melanggar ketentuan jam istirahat yang ditetapkan; 
e. Membawa makanan/minuman terlarang ke dalam ruangan 

kerja; 
f. Tidur /bekerja santai pada wa.ktu melaksanakan pekerjaan; 
g. Tidak melaksanakan tugas upa.cara; 

3) SP III saoksinya adalah penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah dari pangkat sebelumnya serta pencabutan 
jabatan bagi pejabat dan pemotongan jnmlah tunjangan 
yang seharusnya diterima sebesa.r 100°/o. 

h. Skorsing (Pembebasan Togas) merupakan suatu tindakan 
yang dikenakan kepada pegawai oleh Perusahaan secara 
terpaksa dengan aJasan : 
1) Melakukan perbuatan pelanggaran yang cukup berat dan 

dalam proses hukum; 
2) Untuk mencegah meluasnya pengaruh negatif yang 

diak:J.l>atkan oleh perilaku pegawai terhadap pegawai 
lainnya atau Pimpinan Perusahaan atau harta. milik 
Perusahaan; 

3) Dalam masaJah dan situasi tertentu roasib 
dibutuhkan/penemuan bukti-bukti materil atas kesalahan 
perbuatan pelanggaran yang bersangkutan. 



Bagian Kellina ... 

Bapn Kee3npa1: 

Burat Periagataa Pertama CSP Q 
Pasal36 

Surat Peringatan Pertama (SP I) berlaku 6 buJan sejak 
dikeluarkannya, diberikan atas pelanggaran sebagai berikut : 

a Mengulang/melakukan pelanggaran yang sama, sementara 
pegawai yang bersangkutan telah mendapat SUrat Teguran 
TertuJis; 

b. Tidak masuk kerja tanpa kabar/mangkir seJama 2 (dua) hari 
kerja berturut-turut atau 3 (tiga) hari kerja tidak berturut-turut 
daJam waktu 1 (satu) bulan; 

c. Berlaku tidak sopan/wajar ditempat kerja atau di dalam 
linglrungan Perusahaan; 

d. Tidak roeroatuhi peraturan keamanan dan keselamatan kerja 
yang teJah ditentukan; 

e. Mengganggu pegawai Jain yang sedang bekerja; 
f. MeJaJaikan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; 
g. Tidak mematubi jam kerja atau terJambat masuk kerja pulang 

cepat tanpa alasan 2 (dua) kali dalam seminggu dan atau 5 
(limaJ kali dalam sebuJan; 

h. Mengerjakan pekerjaan pribadi didalam kantor tanpa izin dari 

Pimpinan Perusahaan; 
i. Tidak mematuhi perintah atau petunjuk kerja yang diberikan 

oleh atasan langsung atau Pimpinan Perusabaan; 
j. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, tanpa ada surat 

perintab kerja dari pimpinan perusabaan; 
k. Memasuki ruangan Jain yang ada dili.ngkungan kerja tanpa 

seizin/ sepengetahuan Pimpinan Perusahaan serta mencampuri 
bidang tugas d.iluar bidang tugas pegawai tersebut, 

h. Tidak masuk kerja dengan aJasan sakit, tetapi tidak 

menyerahkan surat keterangan sakit/istirahat dari 
Dokter/Puskesmas sebanyak 2 (dua) bari kerja secara berturut 
turut. 



I. Ticlak ... 

&tpn KeJbo• 
Surat Perinptaa Kedua (SP D) 

Pasa137 

Surat Peringatan Kedua (II) berlaku 6 buJan, diberikan dalam bal 
pelanggaran sebagai berikut : 
a. Mengulang/melakukan pelanggaran yang saroa, sementara 

pegawai yang bersangkutan telah mendapat Surat Peringatan 

Pertama (SP I); 
b. Tidak masuk kerja tanpa kabar /mangkir selama 3 (tiga) hari 

kerja yang berturut-turut atau 4 (empat) hari kerja tidak 

berturut-turut dalam I (satu) buJan; 

c. Kedapatan minum-minuman keras/mabok clan didalam 
lingkungan Perusahaan; 

d. Mencatatkan absen milik pegawai lain sementara pegawai 
tersebut terbukti tidak badir atau terlambat datang; 

e. Meminta dicatatkan absen oleb pegawai lain sementara pegawai 
tersebut terbukti tidak hadir atau terlambat datang; 

f. Menolak perintah yang layak dari atasan Iangsung atau 
Pimpinan Perusabaan; 

g. LaJai dalam bekerja sehingga menimbulkan kerugian kecil pada 
Perusahaan atau sesama ka.Iyawan; 

h. Meroakai/menggunakan barang mi1ik Perusahaan untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain tanpa izin Pimpinan 
Perusahaan; 

i. Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) membiarkan atau 
memberi izin orang Juar masuk ke da)am lingkungan 

Perusahaan diluar jam kerja, kecuali atas izin dari Pimpinan 
Perusahaan; 

j. Menolak diperiksa oleh Satuan Pengamanan (Satpam) di dalam 
lingkungan Perusahaan atau dipintu keJuar masuk Perusahaan; 

k. Membawa keluar lingkungan Perusahaan barang-barang milik 

Perusahaan, baik yang berkaitan langsung dengan 
tugas/pekerjaan maupun tidak, tanpa dilengkapi Surat Jalan, 
atau surat izin peminjaman yang disetujui oleh pimpinan 
perusahaan; 



j. Menentang ... 

Beel•• KeeDam 
Sant Periqat:aa Ketip (SP III) 

Pasal38 

Surat Peringatan Ketiga (SP III) berlaku untuk waktu 6 bulan, 
diberikan atas pelanggaran sebagai berikut : 

a Melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi SP I atau SP Il, 

sedangkan yang bersangkutan masih menjalani proses SP I atau 
SP II; 

b. Tidak masuk kerja tanpa kabar (mangkir) selama 4 (empat) hari 
kerja berturut-turut atau 5 (lima) bari kerja tidak berturut-turut 

dalam wak.tu 1 (satu) bulan; 

c. MeJakukan pekerjaan yang bukan tugasnya atau yang 

diperintahkan, sehingga mengakibatkan kerugian pada 

Perusahaan atau terganggunya kelancaran peJayanan kepada 

masyarakat; 

d. Menolak melakukan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan 
fungsinya [Tupoksf di dalam jam kerja; 

e. Terbukti menyebarkan kabar bobong, fitnab atau basutan daJam 
bentuk apapun yang menyebabkan timbulkan keribut.an atau 
gangguan terhadap ketenangan k.erja; 

f. Melakukan sesuatu perbuatan atau kelalaian pekerjaan yang 
menimbulkan kerugian pad.a Perusahaan atau Pegawai lainnya; 

g. Terbukti melakukan perbuat.an pe:nyalahgunaan keuangan 
perusahaan yang menimbuJkan kerugian baik bagi masyarakat, 
pe1anggan maupun terhadap perusabaan; 

h. Kedapatan menyimpan ditempat lain atau memindabkan dari 

tempatnya barang mili.k Perusahaan yang berkaitan dengan 

tugas/pekerjaan, untuk maksud dimiliki atau dirnanfaatkan 

untuk kepentingan pribadi atau orang lain; 

i Membocorkan Rabasia Perusahaan, Pimpinan, Data Pelanggan 

Data Gaji Sendiri dan Gaji Orang lain; 

I. Tidak mematuhi jam kerja atau terlambat masuk kerja / pulang 

cepat tanpa alasan 4 {empat) kali dalam seminggu dan atau 10 

(sepuluh) kali dalam sebulan. 



v. Menghasut ... 

atasan; 
u. Melakukan ancaman kekerasan dan atau intimidasi terhadap 

sesama pegawai maupun atasan, sehingga menimbulkan rasa 
takut dan lretidaknyaman dalain bekerja; 

j. Menentang garis kebijakan perusahaan menyangkut hal-hal 
strategis yang telah dituangkan daJam keputusan; 

k. MenyaJahgunakan wewenang atau tugas yang diberikan untuk 
melakukan penipuan, pencurian, maupun penggelapan terhadap 
orang lain atau ma.syarakat, sehingga menimbulkan kerugian 
baik moril maupun non materiil baik langsung maupun tidak 

fangsung bagi perusahaan; 
1. Melakukan penipuan, pencurian maupun penggelapan terhadap 

barang- ha.rang atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi 

sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 
m. Melakukan pencurian air dan atau melakukan penyambungan 

air secara tidak sah ( illegal Connection ); 
n. Membocorkan atau memamfaatkandan atau rahasia perusahaan 

untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, sahabat golongan 
dan atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian atau 
merusak citra perusahaan; 

o. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau 
golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari 

kantor / instansi pemerintah; 
p. MeJakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun 

sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan 

swasta; 

q. Dengan sengaja atau kelalaian mengala1>atkan hilang/ ru.sak 

barang dan atau aset milik perusahaan; 
r. Dengan sengaja mengakibatkan seseorang mengalami 

keceJakaan yang berakibat meninggal dunia atau cacat badan 
dikecualikan keeelakaan Jalu lintas; 

s. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau benda 
lain yang membahayakan bagi orang lain atau dapat merugikan 

perusabaan; 
t. Berkelahi dilingkungan perusabaan sesama pegawai maupun 



Bagian Kedua ... 

BA.BX 

PEIIOTU8AJf HUBUWGAII KBPJA IPBiq 
Raglan Kesatll 

Duar Umlllll 

PuaJ.40 
Pada dasarnya diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak 
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apabila terpaksa 

dilakukan PHK akan berpedoman pada peraturan perundang 

undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 

(6) Katyawan yang dikenakan skorsing yaitu : 

a. Pegawai yang ditahan atau dalam proses suatu perkara di 
kantor K.epolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; dengan 
perkara yang terjadi diluar lingkungan Perusahaan; 

b. Pegawai yang ditahan atau dalam proses suatu perkara di 

kantor K.epolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; dengan 
perka.ra yang terjadi dilingkungan Perusabaan atau yang 
berkaitan dengan Perusahaan. 

(7) Apabila pegawai tersebut dinyatakan/diputuskan bersalah, 
maka hubungan kerjanya dengan Perusahaan akan diputuskan 
(PHI(). 

(8) Apabila pegawai tersebut dinyatakan/diputuskan tidak 

bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali 
daJam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa 
pengbasilan yang belum diterima. 

(9) Pegawai yang daJam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
dengan pengaturan sebagai berikut : 
a Lamanya skorsing akan disesuaikan dengan perkiraan 

Jamanya waktu proses persoalannya dan dapat ditambah 
a tau diperpanjang. sesuai dengan ketentuan 
ketenagakerjaan yang berlaku; 

b. Penyelesaian selanjutnya didasarkan kepada salah satu 
pilihan sebagai berikut : 

1) Keputusan bersarna antara perusahaan dengan 
pegawai; 

2) Keputusan yang dicapai melalui perantara. 



Bagian Keempat ... 

Bagian Kd:iga 

Pematasan Hlllnmpa Kaja tPHK) Karena 
Pegawai Mentngal Dama dan llemawwti Uafa Pensbm 

Pasal42 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan karena Pegawai 
Meninggal Dunia dan Memasuki Usia Pensiun, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a Apabila hubungan kerja berakhir karena pegawai meninggal 

dunia, maka kepada keluarga atau ahli warisnya pihak 
Perusah.aan akan memberikan hak-hak pegawai yang meninggal 
tersebut sesuai dengan ketentuan perusahaan; 

b. Pihak Perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja 

kepada pegawai yang telah mencapai usia 56 tahun; 
c. Apabila pihak Perusahaan telah mengikut-sertakan pegawai 

tersebut pada Program Pensiun (JAMSOSTEK) atau program 
Dana Pensiun Jainnya seperti DAPENMA PAMSI ataupun dana 
pensiun lembaga keuangan lainnya, maka pegawai tersebut 
akan memperoleh pembayaran hak-haknya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

d. Apabila pegawai yang pensiun tersebut belum diikut-sertakan 
dalam program pensiun, maka pihak Perusahaan wajib 
memberikan kepada pegawai tersebut uang pesangon dan 
ataupun uang penghargaan masa kerja yang besarnya 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

BapnKedua 

Pemvtasaa Bubanpa Kaja cPRK) 

DalaDl llm PereelNaan 
Pual41 

Pega.wai baru yang sedang menjalani masa percobaan, sewaktu 
waktu dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dinilai tidak 
cakap dan kinerjanya kurang baik, maka pibak Perusabaan tidak 
berkewajiban memberikan ganti rugi apapun. 



e. Melakukan ... 

Jla&la• Keffma 
Pem.utasaa Balnmpn Ke:rja (PBIQ 

Karena Pelangaran Perataran Tata Tertih Kaja Perasahaaa 
Pasa144 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHIQ dilakukan karena pelanggaran 

peraturan ta.ta tertib kerja perusahaan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Melakukan pengulangan pelanggaran tata tertib kerja sedangkan 

pegawai yang bersangkutan masih menjaJani sanksi Surat 
Peringatan Ketiga (terakhir); 

b. 3 (tiga) kali berturut-turut menolak perintah kerja yang Jayak 

dari atasan yang bersangkutan; 

c. Membuat keonaran, keributan atau kegelisahan terhadap 
sesama pegawai ditempat kerja atau di daJam Lingkungan 

Perusahaan; 
d. Melakukan praktek rentenir terbadap sesama pegawai ditempat 

kerja atau didalam lingkungan Perusahaan; 

Raglan Keempat 

Pem.utam BuJnuagan Kerja (PBiq Atas Penniataaa Seadirl 

(llenpndurlam DkQ 
Pasa143 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan atas pennintaan 

sendiri (mengundurkan dirf], dengan ketentuan sebagai berikut : 
a Pegawai yang mengundurkan diri dengan baik wajib mengajukan 

Surat Permohonan Pengunduran Diri selambat-lambatnya l 
(satu) bulan sebelumnya; 

b. Pegawai yang mengajukan pengunduran diri tidak terikat da1am 
ikatan dinas de:ngan pihak Perusahaan, dan tetap meJaksanakan 
kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; 

c. Sebelum pengunduran diri disetujui, maka kedua beJah pihak 
wajib melaksanakan hak dan kewajibannya; 

d. Da1am pengunduran diri pibak Perusabaan akan memberikan 
hak-hak pegawai tersebut yang besarnya ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 



i. Memalsukan ... 

(1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHlQ dilakukan karena 
pelanggaran peraturan tata tertib .kerja perusahaan, dengan 
ketentuan. sebagai berik:ut : 
a Melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, barang milik 

Perusahaan atau milik sesama pegawai dalam lingkungan 
Perusabaan, tennasuk yang membantu atau turut bekerja 
sama dan dilakukan penyidikan oleh pibak berwajib; 

b. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya ha.rang 
milik Perusahaan atau membiarkannya daJam keadaan 
bahaya; 

c. Melakukan tindakan sabotase didalam lingkungan 
Perusahaan; 

d. Dengan sengaja atau kerja sama dengan orang lain 
memberikan keterangan palsu kepada Perusahaan; 

e. Data dalam berkas 1amaran yang bersangkutan, temyata 
dikemudian hari tidak benar adanya (palsu atau dipalsukan); 

f. Berbuat tindakan asusila di dalam lingkungan Perusabaan; 
g. Menerima suap atau menyalah-gunakan jabatan; 
h. Membongkar rahasia Perusahaan/membicarakan rnbasia 

Perusahaan terhadap pihak luar Perusahaan; 

&tpn Keeoam 
Pem.1ltllsma Balnmpa Ksja (PH.IQ 

Karena Pewn.....- Bvbm Ataw. Tbadak PW•aw 
Pasal4S 

e. Melakukan perbuatan/permainan yang bersifat perjudian di 
daJam lingkungan Perusabaan; 

f. Membawa/menyimpan senjata tajam/api ke dalam lingkungan 
Perusahaan kecuali karena tugasnya; 

g. Perbuatan atau tindakan lainnya yang berten tangan dengan 
Peraturan dan Kebijakan Pimpinan Perusabaao yang 
mendatangkan kerugian bagi Perusahaan, antara lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. 



Bagian Kedelapan ... 

BapnKebgah 
Pemutuaa Blllnmpn Kerja fPBJq 

K.reaa Salrit Panjaag Atau AJ•-• Kesehatan Lalnnya 
Pual46 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan karena sakit panjang 
atau alasan kesehatan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pegawai yang menderita sakit dan diistirahatkan setarna 12 

bulan berturut-turut akan tetapi tidak pulih kembali untuk 
bekerja seperti biasa akan diputuskan hubungan kerjanya; 

b. Pegawai yang menderita penyak:it menu.Jar atau kondisi bad.an 

tidak mampu Iagi bekerja secara normal (medical) sesuai 
keterangan Dokter, maka yang bersangkutan akan di PHK; 

c. Untuk pegawai yang menerima pemutusan hubungan kerja 
karena sa.kit maka dia akan menerima hak-haknya yaitu hak 

pesangon yang besamya sebagaimana diatur dengan Surat 
Keputusan Direksi. 

L Memalsukan dokumen, surat-surat bukti, kuitansi-kuitansi 
yang berhubungan terhadap sesama pegawai atau Pimpinan 
di dalam lingkungan Perusahaan.Menghina, mengancam, 
menyerang. memuku.J, berlrelahi terhadap sesama pegawai 
atau Pimpinan di dalam lingkungan Perusahaan; 

j. Memalsukan tanda t:angan Pimpinan Perusahaan atau 
dokumen-dokumen Perusahaan; 

k. Menghasut pegawai Iain agar tidak melakukan pekerjaan 
atau untuk melakukan mogok kerja; 

L Pegawai yang te.rbukti sebagai pecandu, pemakai atau 
pengedar narkotika dan obat terlarang sejenisnya; 

m. Pega.wai yang dengan sengaja atau lalai da1am melakukan 
tugasnya, merusak atau membiarkan dirinya atau teman 
sekerjanya dalam keadaan bahaya; 

n. Pegawai yang dinyatakan terbukti bersa1ah oleh Pengadilan. 

(2) Terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja seketika. 



Pual49 
Segala masalah yang ada dan timbul akan diselesaikan segera 
secara baik, dengan mengutamakan musyawarah kekelu.argaan. 

R~uri~n Kr.tin~ ... 

BABXI 
PEIIAIIGARAII IIASALAB 

S-pn Kesat:u 
Um11.m 

S-giaa Kesemhil•n 
Pesaugon, PengJuupan llasa Kaja daa Gantl Ragi 

Pasa.148 
( 1) Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK} disertai dengan 

penetapan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti 
kerugian maka besamya akan berpedoman kepada ketentuan 
Perundangan yang berlaku. 

(2) Pen.etapan pesangon dan uang penghargaan masa kerja 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), adalah upah/gaji pokok 
ditambah dengan tunjangan-tunjangan sebagaimana 
sebeJumnya. 

(3) Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 

Pasa145, tidak diberikan pesangon. 

Pasa147 
(1) Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja karena adanya 

alasan-alasan atau situasi yang mendesak seperti kebijaksanaan 
Pemerintah, keadaan darurat (Force Majeure) atau alasan-alasan 

yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan 
pengurangan tenaga kerja 

(2) Untuk pegawai yang menerima pemutusan hubungan kerja 
karena alasan sebagairoaoa dimaksud pada ayat (1), maka yang 
bersangkutan akan menerirna hak-baknya yaitu bak pesangon 
yang besarnya sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan 
Direksi. 

S-pn Kedelapan 

Pemutusaa Buba.a&an Kerja (PBIQ 
Karena .AJ•m-aJ•san Keadesak 



(3) Apabila ... 

BABXD 
l'ORUII KOIIOJIIKASI Alff.ARA IIAJIIAJBIIBll DBIIGAII PBGAWAI 

PasalSl 
( 1) Untuk menjaga keharmonisan lingkungan pekerjaan, 

manajemen Perusahaan mendorong pegawai untuk mengadakan 
pertemuan secara rutin (tiga bulan sekali) yang bertujuan untuk 
mendiskusikan dan untuk mencari penyelesaian bagi semua 
jenis :masalah ketenaga-kerjaan. 

(2) Baile pihak Man.ajemen dan pegawai harus menemukan 
pemecahan masalah ketenaga-kerjaan berdasarkan Hubungan 
Industrial Pancasila (HIP). Kedua belah pihak harus sating 
berbagi, menelaah, berkompromi sesering mungkin dan 

mencegah konfrontasi. 

PualSO 
(1) Penanganan/Penyelesaian masalah, diJakukan melalui tahapan: 

a. Langakah Pertama; 
b. Langakah Kedua; 
c. l.angakah Ketiga; 

d. Langakah Akhir. 

(2) Pada tahap Langkah Pertama Setiap masalah akan diselesaikan 
antara pegawai yang bersangkutan dengan atasan Iangsungnya 
atau Kepa]a Bagiannya. 

(3) Pada tahap Langkah Kedua Apabila langkah pertama tidak 
mendapatkan penyelesaian, maka perma.salahan akan 

diserahkan kepada Pimpinan Perusabaan dalam hal ini diwakili 
oleh Kepa]a Bagian Umum dan Keuangan. 

(4) Pada tahap Langkah Ketiga Jika langkah kedua tersebut di atas 
tidak juga mendapatkan penyelesaian, maka Perusahaan 
bersama dengan Pegawai akan membawa persoaJan tersebut ke 
Dewan Pengawas PDAM untuk segera diselesaikan. 

(5) Apabila setelah ditempuh Langkah Ketiga dan permasalahan 
tidak juga mendapatkan penyelesaian, maka sebagai langkah 

akhir permasaJahan akan diteruskan kepada Walikota. 

Baptn K.ed 
Penangamm/Penyelesaian llaseJah 



BDITA DABRAII KOTA DBPOK TAIIUII 201J ROMOR 01 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 1 Pebruz.ri 201 J 

SBBRBTARIS DAERAII KOTA DBPOK 

Pasal53 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da1am Serita Daerah 
Kota Depok. 

BABXID 
P&1'UTUP 

Pasa152 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota mi, sepanjang 
teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan 
Perusahaan. 

(3) Apabila tidak dapat menemukan pemecahan masalah, kedua 
belah pihak harus mengundang Dewan Pengawas PDAM 
sebagai penengah. 


